
                                                          
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
 

NOMOR  8 TAHUN 2007 
 

TENTANG   
 

SUMBER PENDAPATAN DESA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEMALANG, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 Undang–Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa; 

  b.  bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih 
lanjut mengenai Sumber pedapatan Desa perlu diatur dengan 
Peraturan Daerah;  

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf  
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Sumber Pendapatan Desa. 

   

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah;  

  2.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 4048); 



  3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4383);   

 
 

 4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548); 

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);  

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

  12.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 



Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2006 Nomor 16); 

  13.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 
 

dan 
 

BUPATI PEMALANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA . 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang. 

3.  Bupati adalah Bupati Pemalang. 

4.  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



5.  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

7.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga 
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

8.  Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 
dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 

9.  Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

10.  Alokasi dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten untuk 
Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah 
yang diterima oleh Kabupaten. 

11.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

12.  Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD 
bersama Kepala Desa. 

13.  Pajak daerah adalah Pajak daerah Kabupaten Pemalang. 

14.  Retribusi Daerah adalah Retribusi daerah Kabupaten Pemalang, 

 

BAB II 

SUMBER PENDAPATAN DAERAH  

 

Pasal 2 

 

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari : 

a. Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri dari : 



 a. 
b.     
c. 
d. 
e. 

Hasil usaha desa; 
Hasil kekayaan desa; 
Hasil swadaya dan partisipasi; 
Hasil gotong royong 
Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

b.  Bagi hasil Pajak Daerah; 
c.  Bagian Retribusi Daerah; 
d.  Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

Kabupaten untuk desa; 
e.  Bantuan keuangan dari Pemerintah; 
f.  Bantuan keuangan dari Provinsi; 
g.  Bantuan keuangan dari Kabupaten; 
h.  Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. 

 

BAB III 

JENIS PENDAPATAN DESA  

 

Pasal 3 

  

Jenis Pendapatan Desa terdiri dari : 

1. Hasil usaha desa antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) meliputi Badan 
Kredit Desa, Lumbung Desa dan Jenis Usaha Desa lainnya. 

2. 
 

Hasil Kekayaan Desa terdiri dari : 
a. hasil dari tanah kas desa; 
b. hasil dari pasar desa; 
c. hasil dari pasar hewan; 
d. hasil dari tambatan perahu; 
e. hasil dari bangunan desa; 
f. hasil dari pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; 
g. hasil dari pengelolaan obyek wisata desa; 
h. hasil dari lain-lain kekayaan milik desa. 

3. Hasil swadaya dan partisipasi sumbangan dari masyarakat dapat berupa uang 
atau barang. 

4. Hasil gotong royong antara lain dapat berupa pengerahan tenaga, bahan dan 
uang. 


